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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Mediator Dinas Nakertrans Kota Kupang telah menjalankan peranannya

sebagaimana telah tertuang dalam Bab VI Pasal 9 (sembilan) sampai

dengan Pasal 10 (sepuluh) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 yang berkaitan

dengan hak dan kewajiban mediator, seta telah dilaksanakan sesuai

prosedur penyelesaian mediasi yang tertuang dalam pasal 8 (delapan)

sampai dengan pasal 16 (enam belas) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2004.

2. Hambatan-Hambatan yang terjadi dalam Penyelesaian Perselisihan

hubungan industrial:

a. Adanya campur tangan pihak ketiga dalam hal ini adalah organisasi

serikat pekerja/serikat buruh yang selalu menjadi profokator

kepada pekerja agar pekerja menuntut hak-hak yang bukan menjadi

hak seorang pekerja yang menyebabkan pengusaha menjadi marah

dan tidak mau beritikad baik dalam menyelesaikan perselisihan

yang terjadi.

b. Tidak adanya itikad baik atau sifat tidak kooperatif dari pengusaha
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c. Pimpinan perusahaan yang selalu diwakili oleh pihak ketiga dalam

melakukan sidang mediasi sehingga memerlukan banyak waktu

untuk menunggu jawaban pimpinan perusahaan

d. Pekerja maupun pengusaha sering melakukan lobi-lobi dengan

mediator, agar mediator tersebut berpihak kepada pihak-pihak

tertentu

e. Pekerja kurang mengerti, kurang paham dengan hak-hak yang

ditetapkan oleh undang-undang

f. Kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan penghargaan

kepada mediator

g. Ruang mediasi yang sempit yang menyebabkan terganggunya

proses mediasi karena banyak pekerja yang datang untuk dapat

menyelesaiakan perselisihan hubungan industrial

5.2. Saran

1. Pegawai Mediator disarankan untuk tetap menjaga kinerja kerja dalam

melaksanakan peranan sebagai mediator sehingga nama baik mediator

dan dinas nakertrans kota kupang tetap terjaga dan mediator harus terus

meningkatkan kualitas dalam menyelesaikan perselisihan hubungan

industrial di dinas nakertrans kota kupang.

2. Saran untuk hambatan-hambatan yang dialami :

a. Disarankan agar serikat pekerja dapat mendukung kerja mediator

dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
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b. Disarankan agar mediator dapat menjalin komunikasi yang baik

dengan pengusaha agar pengusaha dapat beritikad baik dalam

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial

c. Disarankan agar pihak ketiga yang mewakili pimpinan perusahaan

dapat diberi kuasa dari pimpinan untuk menyelesaikan perselisihan

agar tidak memakan waktu yang lama

d. Disarankan agar pegawai mediator tetap netral dalam menjalankan

peranannya dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial

e. Disarankan agar pegawai mediator dapat memberikan sosialisasi

bagi pekerja tentang hak dan kewajiban pekerja sesuai dengan yang

diatur oleh undang-undang

f. Disarankan agar pemerintah dapat memberikan apresiasi kepada

mediator  dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

g. Adanya ruangan mediasi khusus bagi pegawai mediator yang dapat

membuat nyaman pekerja dan pengusaha sehingga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial bisa berjalan dengan baik.
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